DAFTAR PUSTAKA

Amirullah. (2015). Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Azizah, N.A. & Dini W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas
Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas
Kinerja. Jurnal llmu dan Riset Akuntansi .

Dewata, E, Yuliana, S, Hadi J & Tifani D.L. (2020). Ketaatan pada Peraturan
Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 8 (3), 541- 550.

Fadilah, N. M. & Endang D.R. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,
Pengendalian Internal dan Kualitas SDM Terhadap Akuntabilitas Kinerja
BPKPD . Jurnal llmu dan Riset Akuntansi.

Hasibuan, D. H. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
LAN dan BPKP. (2010). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta.

Lestari, T.D. (2019). Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan,
Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. Skripsi. Politeknik Negeri
Sriwijaya. Palembang.

Lupiyoadi, R. & Ridho, B (2015). Praktikum Metode Riset Bisnis. Jakarta:
Salemba Empat.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Marwoto, N. (2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan
Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Skripsi.
Batam

Notoatmodjo, S. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka
Cipta.

Noviyana, R.A & Suryo P. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan
Motivasi Kerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas
Publik sebagai Variabel Intervening (Studio Pada Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten).

Noviyana, R.A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja
terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Publik sebagai
Variabel Intervening (Studio Pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten). Skripsi. Yogyakarta



Oktaviani, S, Diskhamarzaweny & Yul E.Y. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan pada
Peraturan Undangan, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kuantan).

Pusdiklatwas BPKP. (2011). LAKIP.

Pratama R , Henri A & Salma T. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi,
Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 429-444.

Priansa, D. J. (2017). Perencanaan & Pengembangan SDM . Bandung:
ALFABETACV.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

. (2013). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. (2014). Peraturan Presiden Republik Nomor 29 Tahun 2014
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. (2004). Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah .

. (2004). Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan .

. (2014). Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Rere, Y.D & Endang D.R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.

Salim, E. (2014). Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung
. ALFABETA, CV.
Sanusi, A. (2011). Metodelogi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Suwatno & Donni J.P. (2016). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan
Bisnis. Bandung: ALFABETA, CV.

Taliziduhu, N. (2015). Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Jakarta: PT Rineka Cipta.



Yani, M. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Mitra Wacana
Media.

Zakiyudin, M.A., & Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian
Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jurnal

Akuntansi dan Perpajakan , 89-96.



